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ABSTRAK

Penanam moda asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia dibatasi oleh peraturan
perundang-undangan yang membatasi maupun melarang penanaman modal asing di beberapa
sektor dan bidang usaha. Sehubungan dengan batasan kepemilikan saham tersebut, investor asing
memiliki batasan-batasan yang sebagaimana diatur di dalam Daftar Negatif Investass Nomor 39
Tahun 2014. Oleh sebab itu praktik nominee agreement menjadi solusi bagi para penanam modal
asing untuk memiliki jumlah investasi atau saham yang lebih besar dari yang diperbolehkan
peraturan perundang-undangan. Akan tetapi nominee agreement adalah perjanjian pinjam nama
yang dilarang oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
modal dengan akibat batal demi hukum karena melanggar unsur objektif yang terkandung dalam
pasa 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.Oleh karena itu para pihak tidak
menandatangani perjanjian ataupun pernyataan yang menegaskan kepemilikan sahamnya adalah
untuk dan atas nama orang lain, praktik tersebut menggungakan seperangkat dokumen yang
dikenal sebagai Nominee Arrangement. Nominee Arrangement sendiri adalah suatu cara atau
upaya investor asing untuk mengesampingkan batasan-batasan kepemilikan saham serta
menghindari larangan untuk mengadakan perjanjian pinjam nama. Salah satu bentuk dari
nominee arrangement adalah dengan menggunakan surat kuasa mutlak untuk menghadiri RUPS.
K eabsahan perjanjian pemberian kuasa tersebut adalah sah di mata hukum akan tetapi dibalik hal
tersebut terdapat motif yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai
surat kuasa mutlak pada bidang penanaman modal di Indonesia belum ada hingga saat ini, selain
itu penggunaan surat kuasa mutlak tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum karena
ditujukan untuk menghindari larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Melihat peraturan mengenai penggunaan surat kuasa mutlak di Hukum penanaman
modal belum diatur maka dapat diterapkan metode analogi karena peristiwanya serupa, sgjenis,
atau mirip dengan yang diatur didalam pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982
tentang peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci : Nominee Arrangement, Nominee Agreement, Daftar Negatif Investasi, Surat
Kuasa Mutlak, RUPS, Penelundupan Hukum, Penanaman M odal.
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BAB |
PENDAHUL UAN

1.1. Latar Belakang

Daam penyelenggaraan perekonomian nasional, penanaman modal
menjadi ha yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
mendorong pembangunan ekonomi kerakyakatan, serta mewujudkan
kesglahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya
saing. Pengertian dari penanaman modal itu sendiri adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing yang melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia.’ Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(*“UU Penanaman Modal”). Kegiatan penanaman modal di Indonesia,
dikualifikasikan menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing (“PMA”) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”).2

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Penanaman Modal, PMDN adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam moda dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 ayat 3
UU Penanaman Modal, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

! Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Nuansa Aulia), hilm 134.
2 Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun
2007, LNI No. 4724, pasal 1 butir 1



penanam modal asing, bailk yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri. Moda asing
yang dimaksud adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan/atau badan
hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak
asing. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud
penanaman modal dalam ini adalah dilakukan secara langsung (direct
investment).>

PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.® Pembentukan Perseroan
Terbatas (“PT”) sebagai pilihan dalam melakukan usaha dipengaruhi oleh
perkembangan PT dalam perekonomian di banyak negara, salah satunya
adalah Indonesia. Pertimbangan lain dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan
dibandingkan dengan bentuk yang lain adalah PT merupakan asosiasi modal
dan sekaligus sebaga badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal
maka ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya
kepada orang lain.> Maka dalan melakukan investasi di Indonesia, PMA
wajib dalam bentuk PT agar tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terdapat larangan mengenai pembuatan perjanjian  dan/atau
pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan
terbatas untuk dan atas nama orang lain khususnya pada penanaman modal
yang berbentuk perseroan terbatas. Larangan ini terdapat dalam Pasal 33 ayat
(1) UU Penanaman Modal yang menyatakan:

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan

penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian

% Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Nuansa Aulia), him 134.

* SupraNote 2, Pasal 5 ayat (2).

® Suparji, Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Al Alzhar
Indonesia, Jakarta), him. 5.



dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan

terbatas untuk dan atas nama orang lain”

Dalam praktek, perjanjian dan/atau pernyataan tersebut sering disebut
sebaga nominee agreement. Nominee adalah seseorang yang ditunjuk oleh
pihak untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu
sesuai dengan kesepakatan para pihak atau dengan kata lain adalah pinjam
nama, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh nominee terbatas pada apa
yang diperjanjikan sebelumnya dengan pihak pemberi kuasa. Hal tersebut
sgjalan dengan pengertian nominee sebagaimana tercantum dalam black’s law
dictionary.

Contoh dari nominee agreement adalah sebagai berikut, Ny. Newvile,
seorang warga negara Inggris, ingin membeli saham PT.ABC. dalam proses
pembelian saham dimaksud, Ny. Nevvile tidak menggunakan namanya sendiri
melainkan menggunakan nama Tuan Ali sebagai perantaranya. Sebelum
dilakukannya proses pembelian saham, antara Ny. Neville dan tuan Ali dibuat
suatu nominee agreement dimana Ny. Neville sebaga pemilik yang
sebenarnya dan tuan Ali sebagai nominee. Berdasarkan praktik tersebut maka
nominee agreement adalah hal yang dilarang oleh Pasal 33 undang-undang
nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman moda dengan akibat batal demi
hukum karena menyalahi unsur objektif yang terkandung dalam pasal 1320
KUHPerdata tertang syarat sahnya perjanjian. Unsur objektif yang dimaksud
adalah adalah Pasal 1320 KUHPerdata angka 4, yaitu suatu sebab yang halal.
Pelaksanaan praktik nominee di Indonesia semakin banyak karena diikuti
dengan meningkatnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia.

Peningkatan penanam modal asing yang gencar untuk menanamkan
modalnya ke Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang
membatasi maupun melarang penanaman modal asing di beberapa sektor dan

bidang usaha. Sehubungan dengan batasan kepemilikan saham tersebut,



investor asing memiliki batasan-batasan yang sebagaimana diatur di dalam
UU Penanaman Modal, yakni pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan :

“Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal,
kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan.”

Terdapat Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“DNI No. 39 Tahun 2014”) yang
menjelaskan adanya pembagian di tiap-tiap sektor. Salah satu contoh adalah
pada sektor kehutanan, terdapat persyaratan PMA maksimal memiliki saham
sebesar 70% dari penanam modal dari negara-negara ASEAN dalam bidang
usaha sebagaimana ditentukan dalam lampiran DNI No. 39 Tahun 2014. Oleh
karena itu praktik nominee agreement menjadi solusi bagi para penanam
modal asing untuk memiliki jumlah investasi atau saham yang lebih besar dari
yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang
Penanaman Modal Pasal 33 sebenarnya sudah secara tegas melarang praktik
nominee agreement dalam bentuk perjanjian maupun pernyataan, namun
dalam praktik nominee yang marak terjadi di Indonesia, para pihak dalam
nominee agreement tidak menandatangani perjanjian ataupun pernyataan yang
menegaskan kepemilikan sahamnya adalah untuk dan atas nama orang lain
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, praktik
tersebut menggungakan seperangkat dokumen yang dikenal sebagai Nominee
Arrangement. Nominee Arrangement sendiri adalah suatu cara atau upaya
investor asing untuk mengesampingkan batasan-batasan kepemilikan saham
serta menghindari larangan untuk mengadakan perjanjian pinjam nama.®

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sementara ada

® David Kairupan, “Regulation on Foreign Invesment Restrictions and Nominee Practiices in
Indonesia”, (Mimbar Hukum), vol. 25, no. 2, Juni 2013, him. 322.



penyelendupan hukum untuk mengakali pelarangan nominee agreement yaitu
adalah dengan menggunakan Nominee Arrangement, salah satu bentuk dari
Nominee Arrangement adalah dengan menggunakan surat kuasa mutlak.
Penelitian ini khusus akan membahas Nominee Arrangement dalam hal surat
kuasa mutlak yang dipergunakan dalam bidang penanaman moda di
Indonesia, yaitu dengan menggunakan Power of Attorney to appear in
General Meeting of Shareholders. Nominee Arrangement digunakan agar
PMA atau pemodal sebenarnya bisa menguasai 100% sahamnya walaupun
saham tersebut bukan atas namanya.

Daam Buku Il KUHPerdata Pasal 1792, konsep pemberian kuasa
melalui surat kuasa diakui dan diatur secara tegas di dalam sistem hukum

Indonesia, adapun yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan
kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan.”

Melihat ketentuan tersebut, pengaturan mengenai kuasa ini
memberikan kewenangan kepada orang lain yang pada dasarnya tidak
berwenang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, namun dengan
diberikannya suatu surat kuasa tersebut oleh orang yang memberikan kuasa
kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, maka orang tersebut
di mata hukum adalah perwakilan dari pemberi kuasa. Dalam hal ini hak dan
kewgjiban yang lahir dan/ atau timbul atas perbuatan hukum orang yang
menerima kuasa juga merupakan hak dan kewajiban yang melekat terhadap
pemberi kuasa sepanjang tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu
kegiatan yang dikuasakan sebagaimana diatur di dalam surat kuasa. Adapun
ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surat kuasa
diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata sampai dengan 1819 KUHPerdata.



Surat kuasa mutlak pada praktiknya memiliiki sifat yang berbeda
dengan surat kuasa pada umumnya karena adanya pengesampingan dan
penghapusan Pasal 1813 dan pasa-pasal lainnya yang berkaitan dengan
berakhirnya suatu surat kuasa. Dalam pasal 1813 KUHPerdata menegaskan
bahwa :

“Pemberian kuasa berakhir :

Dengan penarikan kembali kuasa penerima;

Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;

Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun
penerima kuasa;

Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.
Selain itu dalam pasal 1814 KUHPerdata disebutkan juga;

“pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan
dapat memaksa pemegang kuasa unuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan

untuk itu”

Dengan dikesampingkannya pasal 1813 dan pasal 1814 KUHPerdata
hal tersebut memiliki dampak surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali
oleh pihak pemberi kuasa melainkan harus ada kesepakatan terlebih dahulu
dari penerima kuasa. Berkaitan dengan Nominee Arrangement, pihak
Indonesia adalah pihak yang memberikan kuasa kepada investor asing,
dimana maksud dari kuasa itu sendiri adalah berkaitan dengan pemberian
kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan hak
untuk memberikan suara dalam RUPS. Dengan adanya pemberian surat kuasa
mutlak tersebut, maka secara tidak langsung memberikan hak-hak yang
melekat pada pemegang saham berpindah kepada investor asing terkait
dengan hak suara atas saham.

Melihat pada penjelasan di atas, karena tidak adanya pengaturan
larangan penggunaan surat kuasa mutlak dalam Nominee Arrangement, maka
menurut penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana hukum positif

khususnya hukum perdata dan peraturan perundang-undangan di Indonesia



mengenal validitas surat kuasa mutlak yang mengatur tentang pemberian
kuasa untuk menghadiri RUPS, yang merupakan salah satu perjanjian dari

beberapa perjanjian yang diadakan dalam Nominee Arrangement di Indonesia.

1.2.1dentifikasi Masalah
a. Bagamana keabsahan surat kuasa mutlak dalam praktek Nominee
Arrangement di Indonesia?
b. Apakah perlu diatur periha larangan surat kuasa mutlak dalam hukum

penanamanan modal Indonesia?

1.3.Tujuan Pen€litian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk:

a Mencari tahu pengaturan mengenai surat kuasa mutlak. Selain itu,
penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis keabsahan dari surat
kuasa mutlak dalam Nominee Arrangement.

b. Penelitian yang dilakukan penulis bermanfaat untuk memberikan
kontribusi perkembangan penelitian surat kuasa, dalam hal ini surat kuasa
mutlak dalam Nominee Arrangement.

1.4.Metode penelitian
Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan metode
yuridis normatif. Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan
pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum
yang lain.” Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uiji
antara lain regulasi-regulas terkait sumber kewenangan lembaga, serta

" Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, him.
12-13.



regulas terkait Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata,sebagal pijakan normatif.

Sumber data utama dari penelitian hukum ini adalah data sekunder
yaitu data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made).
Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa
peraturan perundang-undangan.® Peraturan perundang-undangan
yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait
kewenangan yang dimiliki lembaga penanaman modal, perseroan
terbatas dan juga kitab undang-undang hukum pedata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hokum sekunder yang digunakan antara lain pendapat
hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum,
hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait
dengan surat kuasa mutlak serta terkait pengawasan penegakan
surat kuasa mutlak seperti contohnya : Undang-Undang perseroan
terbatas, Undang-Undang penanaman modal serta Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Dengan adanya bahan hukum sekunder,
peneliti akan mampu untuk memahami maksud yang hendak
disampaikan oleh bahan hukum primer yang telah dipaparkan
sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Data sekunder dari bahan hukum tersier dalam penulisan hukum
ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus
bahasa Inggris, dan sebagainya.’

® Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. him. 141
° Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelilta Harapan, Vol. V No.3. Maret 2006. him. 94



1.5.Sistematika penulisan
BAB | PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang. Bab ini juga berisi
uraian mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il PERJANJIAN DAN PEMBERIAN KUASA MENURUT
KUHPERDATA

Bab ini akan menjelaskan uraian secara umum mengenai pokok-pokok
tentang pemberian kuasa dan perikatan yang berbentuk perjanjian
sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan membahas mengenal
bentuk-bentuk, konsep, asas-asas, dan macam-macam perjanjian serta hak,

kewajiban para pihak dalam perjanjian yang diatur di dalam hukum Indonesia.

BAB IIl  TINJAUAN NOMINEE ARRANGEMENT DALAM
PENANAMAN MODAL

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan mengenai Nominee Arrangement
dalam Penanaman Modal dan juga RUPS

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN SURAT KUASA MUTLAK DALAM
NOMINEE ARRANGEMENT SERTA PENGATURAN PENGGUNAAN
SURAT KUASA MUTLAK DALAM PRAKTIK NOMINEE
ARRANGEMENT DI BIDANG PENANAMAN MODAL




Bab ini akan menguraikan mengenai keabsahan perjanjian Surat Kuasa
Mutlak serta pengaturan penggunaan surat kusa mutlak dalam praktek

Nominee Arrangement di bidang penanaman modal.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan penulisan terkait
dengan permasalahan keabsahan perjanjian Surat Kuasa Mutlak terhadap hak
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan dalam rangkaian
Nominee Arrangement serta pengaturan mengenai larangan penggunaan surat

kuasa mutlak di bidang Penanaman Modal.
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